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Abstrack 
Surya Arisman, Principal Number E12110109, Study Program of 
Political Science Department of Government Administration, Faculty of 
Social and Political Sciences, University of Hasanuddin, thesis titled 
"Analysis of Property Tax Management in improving the regional revenue 
in Takalar" Under the Guidance H. A. Samsu Alam and Rahmatullah.  
This study aims to provide an overview of the management of the 
property tax increase revenue Takalar district. This type of research used 
is descriptive. Basic research is a survey method. The collection of data is 
done using observation, interview and literature study. Data were collected 
from a variety of sources to obtain sufficient data. The data were then 
analyzed qualitatively through organizing data, translate it into units, 
organize into a pattern, choose which is important and which will be 
studied, describes in the form of words and sentences, and then make 
conclusions. 
Dipenda Takalar district has been managing the property tax rural 
and urban areas to increase revenue by 3 management functions 
including planning, implementation, and oversight by the main tasks and 
functions of the agency. But it is not said to be maximal in management 
noted several obstacles - obstacles in the management of property taxes 
among rural and urban areas are still many taxpayers are not fully aware 
of the importance of paying taxes for local development. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xii 
 
Intisari 
Surya Arisman, Nomor  Pokok E12110109, Program Study Ilmu 
Pemerintahan Jurusan Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi “Analisis 
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan 
Asli Daerah di Kabupaten Takalar” Dibawah Bimbingan H. A. Samsu Alam 
dan Rahmatullah. 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang 
pengelolaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan 
asli daerah kabupaten Takalar. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah 
deskriptif. Dasar penelitian yang digunakan adalah metode survey. 
Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara 
dan studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber hingga 
didapatkan data yang cukup. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis 
secara kualitatif melalui pengorganisasian data, menjabarkannya kedalam 
unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang 
akan dipelajari, menguraikan dalam bentuk kata dan kalimat, dan 
selanjutnya membuat kesimpulan. 
Dinas pendapatan daerah kabupaten Takalar telah mengelola 
pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan untuk meningkatkan 
pendapatan asli daerah berdasarkan 3 fungsi manajemen yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang berdasarkan tugas 
pokok dan fungsi dinas tersebut. Namun hal tersebut belum dikatakan 
maksimal dalam pengelolaannya melihat adanya beberapa kendala – 
kendala dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan 
perkotaan diantaranya masih banyak wajib pajak yang belum sadar betul 
akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2015 tentang 
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 2 tahun 
2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang 
pemerintahan daerah. Mengamanatkan bahwa segala urusan pemerintah 
daerah diserahkan kepada pihak pemerintah daerah, saat ini daerah diberi 
kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, 
mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. 
kewenangan yang lebih luas, nyatadan bertanggung jawab kepada daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurussendiri urusan pemerintahan dan 
melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan 
kepentingan masyarakat setempat dan potensi daerah masing-masing 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
Otonomi daerah memberikan hak kepada daerah untuk 
menentukan sendiri arah dan tujuan pembangunan di daerahnya. Ini 
terjadi sebagai konsekuensi penyerahan kewenagan pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah secara penuh untuk mengurus rumah tangga 
daerahnya sendiri, pembangunan di daerah di nilai mampu apabila daerah 
sendiri yang menanganinya 
Dengan otonomi, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk 
mengelola pendapatan asli daerah. Daerah sudah mempunyai 
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kewenangan penuh untuk dapat menggali sumber pendapatan yang 
potensial untuk dapat mendukung pelaksanaan pembangunan. 
Pelaksanaan otonomi daerah dimaksudkan agar daerah dapat 
berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri, oleh karena itu perlu 
upaya serius dilakukan oleh daerah kabupaten untuk meningkatkan 
keuangan daerahnya. Tanpa pendapatan keuangan yang baik maka 
daerah tidak mampu melaksanakan tanggung jawabserta kewenangan 
dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya secara maksimal. 
Setiap daerah memiliki kebijakan keuangan masing-masing sesuai 
dengan peraturan daerah. Adapun Kebijakan keuangan daerah diarahkan 
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Keadaan keuangan daerah 
sangat menentukan ciri khas, bentuk, serta rancangan - rancangan 
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Namun perlu 
juga diperhatikan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya 
dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah 
masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian 
Indonesia. 
Salah satu sumber pendanaan daerah menurut undang – undang 
nomor 33 tahun 2004 tentang dana perimbangan antara pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) adalah salah satu sumber keuangan daerah, setiap kegiatan 
pemerintah baik tugas pokok maupun tugas pembantuan dapat terlaksana 
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secara efektif dan efisien jika diimbangi oleh adanya pendapatan asli 
daerah, sebagai salah satu sumber penggerak program pemerintah. 
Dengan adanya Pendapatan Asli Daerahmaka akan meminimalisir 
ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat. Oleh karena itu daerah 
diberikan kewenangan untuk menggali potensi daerahnya masing-masing 
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.Sumber pendapatan asli 
daerah menurut undang – undang nomor 33 tahun 2004 pasal 6 tentang 
dana perimbangan daerah.Terdiri dari beberapa komponen yaitu pajak 
daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Dimana yang 
memiliki kontribusi terbesar terhadap PAD yaitu pajak daerah. Pajak 
merupakan pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) 
berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang 
oleh wajib pajak, membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali 
secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran 
negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 
Namun, sebagaimana dijelaskan diatas bahwa daerah bergantung 
terhadap pengelolaan keuangannya masing-masing, hal tersebut bisa 
menjadi alat ukur kita dalam melihat bagaimana pemerintah saat ini dalam 
mengelola keuangan pusat maupun daerah yang masih mempunyai 
beberapa kekurangan. Salah satu contohnya yaitu berbagai potensi – 
potensi PAD yang belum dikelola secara maksimal oleh pemerintah 
daerah khususnya dinas pendapatan daerah kabupaten Takalar yang 
mempunyai peran penting dalam pembangunan di daerah tersebut. 
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Adapun potensi pendapatan asli daerah di kabupaten Takalar yaitu pajak 
daerah. Hal tersebut bertujuan agar pemerintah daerah memiliki 
kebebasan dalam menggali dan  melaksanakan otonomi daerah. 
Ada beberapa macam pajak yang dipungut oleh pemerintah 
Kabupaten Takalar diantaranya yaitu pajak penerangan jalan, pajak 
reklame, pajak bumi dan bangunan pajak restoran, pajak hotel, pajak 
hiburan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, serta pajak pajak 
air bawah tanah. Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh dinas 
pendapatan  daerah kabupaten Takalar yaitu Pajak Bumi dan Bangunan 
pedesaan dan perkotaan yang dianggap memiliki potensi-potensi yang 
masih belum maksimal pengelolaannya. Berdasarkan undang undang 
salah satu sumber PAD yaitu Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan 
perkotaan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah  
pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang 
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 
pertambangan. 
Berdasarkan undang – undang nomor 25 tahun 1999 tentang 
perimbangan keuangan pusat dan daerah mengatur hal – hal yang 
berkenaan dengan keuangan negara dan daerah utamanya bagi hasil 
pemerimaan negara dan transfer dana dari pemerintah pusat (APBN) 
kepada pemerintah daerah (APBD). Salah satu dana perimbangan yang 
dijelaskan dalam undang – undang tersebut yakni Pajak Bumi dan 
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Bangunan, penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbangan 10% 
untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. Namun undang – undang 
tersebut mengalami perubahan menjadi undang - undang nomor 33 tahun 
2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah  
dimanaPengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB)Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan 
suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi 
fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini 
adalah titik balik dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan, dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan 
dan Perkotaan. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, 
penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan 
pelayanan PBB akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah 
(Kabupaten/Kota). 
Pemerintah daerah kabupaten Takalar telah menerapkan peraturan 
tersebut sejak 1(satu) tahun terakhir, dimana pemerintah daerah 
mengelola PBB sepenuhnya berdasarkan peraturan yang telah 
ditetapkan. 
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan kabupaten 
Takalar diatur dalam peraturan daerah nomor 08 tahun 2012 tentang 
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pajak daerah.Dalam pasal 73 ayat 2 menyebutkan bahwa yang termasuk 
dalam pengertian bangunan yaitu jalan lingkungan, jalan tol, kolam 
renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman 
mewah, tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak 
dan menara. 
Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan seharusnya 
cukup potensial untuk mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Takalar dikarenakan pajak bumi dan bangunan 
pedesaan dan perkotaan merupakan jenis pajak yang memiliki jumlah 
wajib pajak yang paling besar. Namun realisasi penerimaan pajak bumi 
dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Takalar beberapa 
tahun terakhir tidak mencapai dari jumlah yang ditargetkan. Dapat dilihat 
realisasinya dari tahun 2011 hingga tahun 2013. Presentasi penerimaan 
pada tahun 2011 menjadi 76,78 % atau (2.514.270.557), tahun 2012 
sebanyak 66.57 % atau (2.399.561.607) adapun tahun 2013 sebanyak 
73.32 % atau (2.817.589.524). 
Melihat fenomena yang terjadi bahwa PBB-P2 berpotensi dalam 
meningkatkan PAD, pengelolaan pajak tersebut hanya belum maksimal. 
Dalam hal ini dinas pendapatan daerah memiliki wewenang dalam 
pengelolaan Pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, 
Proses pemungutan dan hasilnya sangat berpengaruh  pada kesadaran 
wajib pajak dalam membayar dan melunasi pajak terutangnya secara 
tepat waktu atau sebelum jatuh tempo serta kinerja pemerintah yang 
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bersangkutan dalam hal pemungutan pajak sangatlah berperan penting 
dalam peningkatan PAD. 
Oleh karena itu untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak bumi 
bangunan pedesaan dan perkotaan maka diperlukan adanya sebuah 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan sesuai 
dengan konsep fungsi manajemen yang dirumuskan oleh G.R Terry. 
Keempat fungsi manajemen tersebut menjadi tiga fungsi oleh Bachrul Elmi 
yakni perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pertama 
perencanaan, mencakup penentuan pokok-pokok tujuan, sasaran, target 
serta stategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak 
bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Kedua pelaksanaan yakni 
penerapan mekanisme pemungutan, monitoring masa pajak bumi dan 
bangunan pedesaan dan perkotaan. Dan ketiga pengawasan yaitu 
pemantauan di lapangan terutama apa saja yang menjadi aturan saat 
pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengkaji sejauh 
mana peran dinas pendapatan daerah kabupaten Takalar dalam 
pengelolaan pajak bumi dan bangunan agar dapat memberi kontribusi 
yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Takalar 
sehingga mampu melaksanakan pembangunan secara maksimal dan 
dapat menjadi daerah yang jadi teladan bagi daerah lain yang ada pada 
propin'si Sulawesi selatan. Maka dalam penelitian ini penulis mengangkat 
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judul “Analisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar” 
1.2. Rumusan Masalah 
 Untuk memperjelas gambaran penelitian agar penelitian ini memiliki 
arah yang jelas sesuai fakta dan data ke dalam penulisan skripsi, maka 
perlulah di rumuskan masalahnya. Adapun rumusan masalah yang 
diajukan pada penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana Peran Dinas Pendapatan Daerah terhadap pengelolaan 
PBB dalam peningkatan PAD kabupaten Takalar ? 
2. Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi pengelolaan PBB 
dalam meningkatkan PAD Kabupaten Takalar? 
1.3. Tujuan  
Mengacu pada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian 
sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui Peran dinas pendapatan daerah terhadap 
pengelolaan PBB dalam peningkatan PAD kabupaten Takalar 
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung yang 
mempengaruhi pengelolaan PBB dalam meningkatkan PAD 
kabupaten Takalar. 
1.4. Manfaat Penelitian 
 Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikaan manfaat seperti 
berikut : 
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1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran spesifik 
tentang peranan dinas pendapatan daerah terhadap pengelolaan 
PBB dalam meningkatkan pendapatan asli daerah 
2. Kegunaan akademik dari hasil ini diharapkan memberikan nilai 
tambah bagi penelitian-penelitian ilmiah, selanjutnya dapat 
dijadikan bahan komparatif bagi yang mengkaji peranan dinas 
pendapatan daerah terhadap pengelolaan PBB dalam 
meningkatkan pendapatan asli daerah 
3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan untuk 
Pemerintah  untuk memperkaya pemahaman pemerintah daerah 
akan peranan dinas pendapatan daerah terhadap pengelolaan PBB 
dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 Dalam membahas dan mengkaji masalah yang di angkat dalam 
penelitian digunakan konsep dan teori, yakni: konsep dan teori tentang 
pengelolaan, Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan serta Pendapatan Asli 
Daerah. 
2.1. Konsep Pengelolaan 
Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolan 
dipahamisebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan 
ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan 
sebelumnya. 
 Yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian 
kegiatan yang berinsikan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 
yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki 
secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. 
Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa 
manajemen semua usaha akan sia-sia dalam pencapaian tujuannya. Ada 
tiga alasan utama diperlukan manajemen yakni Pertama untuk mencapai 
tujuan organisasi dan pribadi. Kedua, menjaga keseimbangan antara 
tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan ketiga, mencapai efisiensi 
dan efektifitas suatu organisasi kerja yang diukur dengan cara yang 
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berbeda, salah satu cara yaitu menetapkan optimalisasi pencapaian 
tujuan organisasi melalui tindakan pengelolaan. 
Ketiga alasan tersebut di atas memberikan proporsi bahwa 
manajemen merupakan suatu tujuan yang harus dicapai, yang saling 
mendukung untuk tercapainya kegiatan efisiensi dan efektifitas dari suatu 
pencapaian tindakan pengelolaan yang dilakukan oleh suatu organisasi. 
Begitupun dalam pengelolaa npajak yang dilakukan oleh pemerintah guna 
mengoptimalkan penerimaan keuangan suatu daerah.Dalam pengelolaan 
pajak tersebut sangat terkait dengan fungsi manajemen terutama 
mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.  
2.2. Fungsi Manajemen 
Fungsi pokok manajemen terdiri dari Planning, Organizing, 
Actuating, dan Controlling yang biasanya disingkat POAC. Masing-masing 
fungsi saling berkaitan dan membentuk suatu sistem di mana masing-
masing unsurnya tidak boleh terlepas satu sama lainnya. Hal itu artinya, 
dalam praktik atau proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan 
masing-masing unit kerja, kantor atau organisasi adalah satu kesatuan 
sistem.1 
2.2.1. Perencanaan (Planning) 
Perencanaan merupakan penentuan serangkaian tindakan dan 
kegiatan untuk mencapai hasil yang diharapkan.2 
                                                             
1 Zaidan, Nawawi 2013. Manajemen Pemerintah.  Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Hal 37 
2Ibid 
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“Perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran dan 
penentuan secara matang dalam hal-hal yang akan dikerjakan di 
masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang 
telah ditentukan dan juga sebagai landasan pokok serta menjadi 
salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan penting 
dalam menjamin tercapainya tujuan yang diinginkan”3 
 
Sedangkan Simbolong mengemukakan pengertian dari perencanaan 
yakni :  
“Sebagai suatu perumusan dari persoalan-persoalan tentang apa 
dan bagaimana sesuatu pekerjaan hedak dilaksanakan serta 
menjadi persiapan (preparation) untuk tindakan-tindakan 
berikutnya” 4 
 
Adapun menurut Hasibuan yang mengemukakan dalam Buku Manajemen 
Dasar, bahwa :  
“Perencanaan adalah sejumlah keputusan mengenai keinginan dan 
berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan itu. Jadi, setiap perencanaan mengandung dua unsur 
yaitu tujuan dan pedoman”5 
Dalam penyusunan rencana yang baik, butuh data dan informasi 
yang akurat dari penelitian dan pembuktian lapangan. Suatu rencana 
berorientasi ke masa yang akan datang, karena itu ada beberapa hal yang 
penting untuk diingat dalam hubungannya dengan proses perencanaan 
itu. Hal-hal ini biasa disebut dalam teori administrasi dan manajemen 
sebagai planning premises. 
 
 
                                                             
3 Ibid  
4
 Simbolon, Maringan Masry. 2004. Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen. Ghalia Indonesia 
5 Hasibuan, H. Malayu SP. 2009. Manajemen Dasar. Jakarta : Bumi Aksara 
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Pada dasarnya ada empat premis yang perlu dipegang teguh atau 
diingat yakni sebagai berikut :  
a. Bahwa dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, sumber-
sumber yang tersedia, atau mungkin tersedia, selalu terbatas 
sedangkan tujuan yang hendak dicapai tidak pernah terbatas. 
Akibat premis ini ialah bahwa rencana yang dibuat harus 
disesuaikan dengan tersedianya sumber-sumber. Artinya logis 
apabila dikatakan bahwa sebelum membuat rencana, sumber-
sumber apa yang telah, sedang dan akan tersedia perlu diketahui 
dengan tepat. Tidak didasarkan kepada dugaan-dugaan saja. 
b. Bahwa suatu organisasi harus selalu memperhatikan kondisi-
kondisi serta situasi dalam masyarakat, baik bersifat positif yang 
berarti mendorong ke arah majunya organisasi, maupun bersifat 
negatif dengan kemungkinan akan menghalangi kelancaran 
pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan. Hal ini 
sangat penting karena tidak ada satu organisasi yang dapat 
beroperasi dengan baik tanpa mengetahui kondisi-kondisi dan 
situasi itu. Tidak ada organisasi yang beroperasi dalam suasana 
kehampaan.  
c. Bahwa organisasi, tidak dapat melepaskan diri dari beberapa jenis 
pertanggung jawaban. Pimpinan organisasi bertanggung jawab 
pertama-tama kepada dirinya sendiri. Pimpinan organisasi 
bertanggung jawab kepada bawahannya, juga bertanggung jawab 
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kepada pelanggan, serta kepada masyarakat luas.  Implikasi dari 
premis ini ialah bahwa dalam membuat rencana dan melaksanakan 
kegiatan-kegiatan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.  
d. Bahwa manusia yang menjadi anggota organisasi dihadapkan 
kepada keterbatasan, baik fisik, mental, maupun biologis. Oleh 
karena itu, harus selalu diusahakan terciptanya suatu iklim 
kerjasama yang baik. Dengan demikian manusia sebagai unsur 
pelaksana rencana dapat diajak untuk berbuat lebih banyak.  
Tanpa memperhatikan keempat premis tersebut, kiranya dapat 
diramalkan bahwa manajemen sukar untuk menjalankan fungsi 
perencanaan itu dengan baik.  
Untuk membuat suatu perencanaan yang baik, terlebih dahulu 
harus menjawab dua pertanyaan pokok, yakni apa (what) dan bagaimana 
(how).Mengenai what dipersoalkan tentang apa. Di sini menunjukkan apa 
maksud tujuan dari pada pembuatan perencanaan itu. Tegasnya, what 
menjawab tentang tujuan apakah yang hendak dicapai, apakah tujuannya, 
maka kita membuat rencana. Jadi mengenai apa dalam hal ini 
dimaksudkan untuk mengetahui tujuan. Jika pertanyaan tersebut telah 
terjawab maka kita berhadapan dengan how, yaitu bagaimana cara yang 
sebaik-baiknya harus dipergunakan atau dijalankan demi tercapainya 
tujuan tersebut. Yang penting dalam hal ini ialah mengenai 
cara/metode/sistem serta teknik yang harus dipergunakan.  
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Selain kedua pertanyaan tersebut maka kemudian akan muncul 
pertanyaan baru yakni why, where, when dan who. Setelah kita 
mengetahui apa tujuan yang akan dicapai dan bagaimana cara untuk 
mencapai tujuan tersebut maka selanjutnya kita berada pada persoalan 
why (mengapa) dimaksudkan untuk mengetahui apa sebabnya. Lalu 
where menunjukkan dimana tempat kegiatan usaha (operasi) yang akan 
dilaksanakan. Lalu pertanyaan when menunjukkan bilamana atau kapan 
rencana dilaksanakan serta who menunjukkan siapa yang akan 
melaksanakan. Setelah menjawab pertanyaan tersebut di atas maka perlu 
juga diperhatikan beberapa sifat sebuah perencanaan yakni :  
a. Rasional  
Perencanaan dibuat berdasarkan pemikiran-pemikiran dan 
perhitungan secara matang. Jadi bukan hanya hasil khayalan 
semata-mata sehingga dapat dibahas secara logis.  
b. Lentur  
Perencanaan itu harus luwes. Dimanapun dan dalam keadaan 
bagaimana pun perencanaan itu dapat cocok dan dapat mengikuti 
serta dapat dilaksanakan. Jadi dapat diterapkan pada tempat, 
waktu dan keadaan bagaimana pun juga.  
c. Terus-menerus  
Perencanaan harus bersifat Continue atau terus menerus. Ini 
berarti bahwa perencanaan harus terus menerus dibuat. Janganlah 
16 
 
 
 
membuat perencanaan sekali saja seumur hidup atau untuk 
selama-lamanya. 
2.2.2. Pengorganisasian (organizing)  
Pengorganisasian yaitu pengelompokan kegiatan untuk mencapai 
tujuan, termasuk dalam hal ini penetapan susunan organisasi, tugas dan 
fungsinya.6 
Pengorganisasian sebagai salah satu fungsi organik dari 
administrasi dan manajemen yang perlu dilakukan setelah 
perencanaan.Pengorganisasian menghasilkan organisasi sebagai suatu 
kesatuan yang bulat.   
Adapun menurut Simbolong mengemukakan arti dari pengorganisasian 
yakni :  
“Pengaturan setelah ada rencana. Dalam hal ini diatur dan 
ditentukan tentang apa tugas pekerjaannya, macam/jenis serta sifat 
pekerjaan, unit-unit kerjanya (pembentukan bagian-bagian), 
tentang siapa yang akan melakukan, apa alat-alatnya, bagaimana 
keuangannya, dan fasilitas-fasilitasnya”7 
 
Dengan demikian hasil pengorganisasian adalah struktur 
organisasi. Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen 
(unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan 
adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau 
kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). 
                                                             
6Ibid  
7Ibid 
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Selain dari pada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-
spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.  
2.2.3. Pengarahan (Actuating) 
Merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok 
sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha mencapai 
sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut 
oleh karena itu anggota-anggota perusahaan juga ingin mencapai 
sasaran-sasaran tersebut.8 
2.2.4. Pengawasan (Controlling) 
Pengawasan termasuk sebagai fungsi organik dari manajemen, 
yakni memiliki hubungan yang erat dengan perencanaan. Menurut Harold 
Kontz dan Cyrill O’Donnel menyatakan bahwa perencanaan dan 
pengawasan merupakan kedua belahan mata uang yang sama. Jelas 
bahwatanpa rencana, pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena 
tidak ada pedoman untuk melaksanakan pengawasan itu.Sebaliknya 
tanpa pengawasan akan berarti kemungkinan timbulnya penyimpangan-
penyimpangan atau penyelewengan yang serius tanpa ada alat untuk 
mencegahnya.9 
2.3. Konsep Pajak 
Pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian yang 
Cuma cuma) namun sifatnya dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan 
oleh rakyat (masyarakat) kepada penguasa, namun bentuknya berupa 
                                                             
8Ibid. 
9Harold Menurut, Kontz danCyrill O’Donnel.1989.Silalahi.CV Pustaka Nusantara Jogyakarta. 
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padi, ternak atau hasil tanaman lainnya. Pemberian tersebut digunakan 
untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat. 
Sedangkan imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat tidak 
ada oleh karena memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak 
seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang 
lebih tinggi status sosialnya dibanding rakyat. Namun dalam 
perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya 
untuk kepentingan penguasa saja, tetapi sudah mengarah kepada 
kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian yang dilakukan rakyat 
kepada penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk 
menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, membangun saluran air 
serta kepentingan umum lainnya. Kemudian selanjutnya dibuatkan suatu 
aturan-aturan yang lebihbaik agar sifatnya yang memaksa tetap ada 
namun unsur keadilan lebih diperhatikan. 
2.3.1. Pengertian Pajak 
Pajak sebagai kontribusi wajib kepada Daerah yang terutangoleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat.10 
Menurut Prof. Dr. M.J.H Smeet menyatakan bahwa Pajak adalah 
“Prestasi kepada Pemerintah yang terutang melalui norma-norma 
umum,dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontrak 
                                                             
10
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi 
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prestasi yangdapat ditunjukkan dalam hal yang individual, 
maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”11 
Sedangkan menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja mengatakan bahwa 
Pajak adalah : 
“Iuran wajib, berupa uang atau barang, yang telah dipungut oleh 
penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya 
produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai 
kesejahteraan umum”12 
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak merupakan : 
“Iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang 
(yangtelah dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-
prestasi),yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum”13 
Adapun menurut P.J.A Andriani menyatakan pengertian pajak bahwa : 
“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang 
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan,dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung 
dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum untuk menyelenggarakan pemerintahan”14 
  Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
terdapat lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, antara lain : 
1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang. 
2. Sifatnya dapat dipaksakan. 
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat 
diarasakan oleh pembayar pajak. 
                                                             
11
Prof. Dr. M.J.H Smeets  dalam Ilyas 2004:4 
12
Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam Darise, 2009:48 
13
Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Ilyas, 2004:5 
14
P.J.A Andriani  dalam Bohari, 2012:23 
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4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah 
pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta). 
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 
pemerintah(rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat 
umum. 
2.3.2. Fungsi pajak 
Dalam pembuatan peraturan pajak daerah, harus didasarkan pada 
pemungutan pajak secara umum yaitu demi meningkatkan kesejahteraan 
umum.Untuk meningkatkan kesejahtaraan umum tidak hanya 
memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara saja, tetapi juga 
harus mempunyai sifat mengatur untuk meningkatkan taraf kehidupan 
masyarakat. Pemasukan uang demi meningkatkan kesejahtaraan umum 
perlu ditingkatkan lagi serta pemungutannya harus berdasar dan 
dilaksanakan menurut norma-norma yang berlaku. Pajak dilihat dari 
fungsinya menurut Ilyas  mempunyai dua fungsi yakni : 
a. Fungsi Budgeter adalah fungsi yang letaknya di sektor publik yaitu 
fungsiuntuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya 
sesuai dengan undang-undang berlaku pada waktunya akan 
digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, 
yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila 
ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemeritahan 
untuk investasi pemerintahan. 
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b. Fungsi Regulerend (mengatur) adalah suatu fungsi bahwa pajak-
pajak tersebut akan digunakan sebagai suatau alat untuk mencapai 
tujuan-tujuan tertentu letaknya diluar bidang keuangan. Fungsi 
regulerend ini umumnya dapat dilihat di dalam sektor swasta. 
c. Fungsi demokrasi adalah suatu fungsi yang merupakan salah 
satupenjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk 
kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan 
manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering 
dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh 
pelayanan dari pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan 
kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan 
yang berlaku, maka ia mempunyai hak pulau ntuk mendapatkan 
pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes 
(complain) terhadap pemerintah dengan mengatakan bahwa ia 
telah membayar pajak, mengapa tidak mendapat pelayanan yang 
semestinya. 
d. Fungsi distribusi ialah fungsi yang lebih menekankan pada unsur 
pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat 
misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak 
lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan 
banyak dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang 
mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).15 
                                                             
15Ibid. 
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Fungsi pajak bagian C dan D di atas sering kali disebut sebagai 
fungsi tambahan karena fungsi tersebut bukan merupakan tujuan utama 
dalam pemungutan pajak. Akan tetapi dengan perkembangan masyarakat 
modern fungsi ketiga dan keempat menjadi fungsi yang juga sangat 
penting, tidak dapat dipisahkan, dalam rangka kemaslahatan manusia 
serta keseimbangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat. 
2.3.3. Asas-asas Pemungutan Pajak 
Asas merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar 
atau tumpuan untuk menjelaskan sesuatu permasalahan. Lazimnya suatu 
pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan 
ukuran untuk menentukan adil tidaknya suatu pemungutan pajak. Ada 
empat asas pemungutan pajak, yakni :16 
1.  Asas persamaan (equity) 
Asas ini menekankan bahwa pada warga negara atau wajib 
pajak tiap negara seharusnya memberikan sumbangannya, 
sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing yaitu 
sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima dibawah 
perlindungan negara. Yang dimaksud keuntungan disini yakni 
besar kecilnya pendapatan yang diperoleh di bawah perlindungan 
negara. Dalam asas equality ini tidak diperbolehkan suatu negara 
mengadakan diskriminasi diantara wajib pajak. 
 
                                                             
16
Adam Smith dalam Bohari, 2001:41 
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2. Asas Kepastian (certainty) 
Asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak, harus lebih 
jelas dan pasti tentang waktu, jumlah dan cara pembayaran pajak. 
Dalam asas ini kepastian hukum sangat dipentingkan terutama 
mengenai subjek dan objek pajak. 
3. Asas Menyenangkan (conveniency of payment) 
Pajak seharusnya dipungut pada waktu dengan cara yang 
paling menyenangkan bagi para wajib pajak, misalnya Pajak bumi 
dan bangunan pada para seorang petani sebaiknya dipungut saat 
mempunyai uang yakni pada saat panen. 
4. Asas Efisiensi (Low cost of Collection) 
Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak 
boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima. Pemungutan pajak 
harus disesuaikan dengan kebutuhan Anggaran Belanja Negara. 
2.3.4. Sistem pemungutan Pajak 
Sistem pemungutan pajak merupakan kesatuan prosedur atau cara 
yang dapat dilakukan dalam pemungutan suatu pajak. Pada umumnya 
sistem pemungutan pajak dibagi atas empat, yakni : 
1. Official Assesment System 
Official Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak yang 
menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak 
dihitungdan ditetapkan oleh aparat pajak atau fiskus. Dalam 
sistem ini utang pajak timbul bila telah ada ketetapan pajak dari 
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fiskus (sesuai denganajaran formil tentang timbulnya utang 
pajak). Jadi dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif. 
2. Semi Self assessment System 
Suatu system pemungutan pajak yang member wewenang pada 
fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak 
seseorang yang terutang. 
3. Self Assesment System 
Self Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak dimana 
wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib 
pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang 
bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus 
aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus bertugas 
memberikan penerangan dan pengawasan. 
4. With Holding System 
With Holding System yaitu sistem pemungutan pajak yang 
menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh 
pihak ketiga (yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat 
pajak / fiskus). 
2.3.5. Pengelompokan Pajak 
Menurut Munawir dalam hukum pajak terdapat berbagai 
pembedaan jenis-jenis pajak yang terbagi dalam golongan golongan 
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besar. Pembedaan dan pengelompokan ini mempunyai fungsi yang 
berlainan pula. Berikut adalah penggolongan pajak: 
1. Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya Dibedakan menjadi dua 
yaitu : 
a. Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri 
oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan 
kepada oranglain, atau menurut pengertian administratif pajak yang 
dikenakan secara periodik atau berkala dengan menggunakan 
kohir. Kohir adalah surat ketetapan pajak dimana wajib pajak 
tercatat sebagai pembayar pajak dengan jumlah pajaknya yang 
terhutang, yang merupakan dasar dari penagihan. Misalnya: Pajak 
Penghasilan. 
b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang oleh si penanggung 
dapat dilimpahkan kepada orang lain, atau menurut pengertian 
administratif pajak yang dapat dipungut tidak dengan kohir dan 
pengenaanya tidak secara langsung periodik tergantung ada 
tidaknya peristiwa atau hal yang menyebabkan dikenakannya 
pajak, misalnya: Pajak Penjualan, Pajak Pertambahan Nilai Barang 
dan Jasa. 
2. Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya Dibedakan menjadi dua yaitu: 
a. Pajak Subjektif adalah wajib pajak yang memperhatikan pribadi 
wajib pajak, pemungutannya berpengaruh pada subjeknya, 
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keadaan pribadi wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya 
pajak yang harus dibayar. Misalnya: Pajak Penghasilan. 
b. Pajak Objektif adalah pajak yang tidak memperhatikan wajib pajak, 
tidak memandang siapa pemilik atau keadaan wajib pajak, yang 
dikenakan atas objeknya. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai dan 
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 
3. Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya dibedakan 
menjadi dua yaitu: 
a. Pajak Pusat atau Negara adalah pajak yang dipungut oleh 
Pemerintah Pusat yang penyelenggaraannya di daerah dilakukan 
oleh inspeksi pajak setempat dan hasilnya digunakan untuk 
pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya, yang termasuk 
dalam pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat. 
b. Pajak yang dikelola oleh inspektorat jendral pajak, misalnya: 
Pajak Penghasilan, pajak kekayaan, pajak pertambahan nilai 
barangdan jasa,pajak penjualan barang mewah, bea materai, 
IPEDA, bealelang. 
 Pajak yang dikelola direktorat moneter, misalnya : pajak 
minyak bumi. 
 Pajak yang dikelola direktorat jendral bea cukai, misalnya : 
beamasuk, pajak eksport. 
Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Daerah 
berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang ditetapkan oleh 
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Daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga di 
daerahnya, misalnya : pajak radio, pajak tontonan.
17
 
2.4. Konsep Pajak Daerah 
Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang 
No.34 Tahun 2000,18 menjelaskan bahwa Pajak, adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Pada Pasal 2 Undang-undang 
tersebut  menetapkan  jenis-jenis pajak daerah yang terbagi atas daerah 
provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagai berikut : 
1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas: 
a. Pajak Kendaraan Bermotor, Merupakan pajak atas kepemilikan 
dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak atas penyerahan hak 
milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau 
perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar 
menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. 
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak atas penggunaan 
bahan bakar kendaraan bermotor. 
                                                             
17Munawir dalam Analisis Laporan Keuanagan, 1999 
18Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
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d. Pajak Air Permukaan, Pajak atas pengambilan dan/atau 
pemanfaatan air permukaan. Dimana Air Permukaan adalah semua 
air yang terdapat pada permukaan tanah,tidak termasuk air laut, 
baik yang berada di laut maupun di darat. 
e. Pajak Rokok, Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh 
Pemerintah. 
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: 
a. Pajak Hotel; 
Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah 
fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa 
terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga 
motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, 
rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah 
kamar lebih dari 10 (sepuluh). 
b. Pajak Restoran; 
Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran 
adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan 
dipungut bayaran,yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, 
kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. 
c. Pajak Hiburan; 
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan 
adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau 
keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 
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d. Pajak Reklame; 
Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 
Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk 
dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial 
memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk 
menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, 
yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati 
oleh umum. 
e. Pajak Penerangan Jalan; 
Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga 
listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber 
lain. 
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan 
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber 
alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 
g. Pajak Parkir. 
Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di 
luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok 
usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk 
penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 
h. Pajak Air Tanah; 
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Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau 
pemanfaatan air tanah. 
i. Pajak Sarang Burung Walet 
Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan 
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak 
atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang 
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 
pertambangan. 
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas 
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas 
Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum 
yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau 
bangunan oleh orang pribadi atau Badan. 
2.5. Konsep Pajak bumi dan bangunan 
Soemarso mendefinisikan pajak bumi dan bangunan sebagai 
berikut:  
Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta 
tidak bergerak, oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya 
dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang 
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dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya 
pajak, maka disebut juga pajak objektif.19 
Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu pajak pusat yang 
merupakan sumber penerimaan Negara.Sebagian besar pajak diserahkan 
kepada Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat daerah tempat 
objek pajak. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak 
daerah dan Retribusi Daerah,20 Objek pajak bumi dan bangunan adalah 
bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang 
pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha 
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Permukaan bumi meliputi 
tanah dan perairan pedalaman serta perairan laut indonesia. Objek pajak 
bumi dan bangunan adalah sawah, ladang, kebun, tanah pekarangan, dan 
pertambangan. 
a) Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan  
Menurut UUD 1945 pasal 33, bumi meliputi perairan dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.Penduduk yang 
memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya wajar menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperoleh 
kepada negara melalui pembayaran pajak.21 
Pajak bumi dan bangunan adalah jenis pajak tidak langsung dan 
hasil penerimaannya digunakan untuk kepentingan masyarakat didaerah 
                                                             
19 Soemarso dalam Perpajakan Pendekantan Komphrehensip 2007:42 
20Ibid. 
21 UUD 1945 pasal 33 
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objek pajak yang bersangkutan. Sebagian hasil penerimaan pajak bumi 
dan bangunan diserahkan kepada daerah. Penggunaan pajak pada 
daerah diharapkan akan mer angsang masyarakat untuk memenuhi 
kewajibannya membayar pajak. Pemenuhan kewajiban membayar pajak 
mencerminkan sifat kegotong-royongan rakyat akan pembiayaan 
pembangunan.  
Adapun yang menjadi tujuan pajak bumi dan bangunan adalah:  
1. Menyederhanakan peraturan perundang-undangan sehingga 
mudah dimengerti.  
2. Memberi dasar hukum yang kuat pada pemungutan pajak atas 
harta tidak bergerak dan membersihkan pajak atas harta tidak 
bergerak di semua daerah dan menghilangkan kesimpangsiuran.  
3. Memberikan kepastian hukum pada masyarakat, sehingga rakyat 
tahu sejauh mana hak dan kewajibannya. 
4. Menghilangkan pajak ganda yang terjadi sebagai akibat dari 
berbagai undang-undang pajak yang sifatnya sama.  
5. Memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan 
unuk menegakkan otonomi daerah dan untuk pembangunan 
daerah. 
b) Objek Pajak Bumi  dan Bangunan   
Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang PBB menyatakan yang menjadi 
objek pajak adalah bumi dan bangunan. Bumi meliputi permukaan bumi 
serta tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah 
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dan perairan pedalaman serta laut wilayah indonesia. Bangunan meliputi 
konstruksi tehnik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah 
dan/atau perairan. Jalan raya, jembatan, gedung, pabrik, dan sebagainya 
yang dilekatkan secara tetap dan utuh pada tanah dan atau perairan 
menjadi objek pajak bumi dan bangunan. Menurut Meliala (2010:66-67) 
bangunan meliputi: a) jalan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan 
seperti hotel, pabrik, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan 
kompleks bangunan; b) jalan tol; c) kolam renang; d) pagar mewah; e) 
tempat olahraga; f) galangan kapal dermaga; g) tanaman mewah; h) 
tempat penampungan kilang minyak, air; dan gas serta i) fasilitas lain 
yang memberikan manfaat. 
Objek pajak diklasifikasikan menurut nilai jualnya dan digunakan 
sebagai pedoman untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. 
Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan klasifikasi bumi 
yaitu: letak, peruntukan, pemanfaatan, dan kondisi lingkungan dan lain-
lain. 
Sementara itu tidak semua bumi dan bangunan dikenakan pajak 
tetapi objek yang dikecualikan seperti pada pasal 3 ayat 1 perubahan 
undang-undang PBB (UU No.12 Tahun 1994). Objek pajak yang tidak 
dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek yang: 
a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum 
dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan 
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kebudayaan nasional yang dimaksudkan untuk memperoleh 
kepentingan.  
b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang 
sejenisnya. 
c. Merupakan hutan lindung, hutang suaka alam, hutan wisata, 
taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani oleh 
suatu hak.  
d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat 
berdasarkan asas perlakuan timbal balik. 
c) Asas Pajak Bumi dan Bangunan  
1. Sederhana  
Pajak bumi dan bangunan merupakan suatu reformasi dalam 
bidang perpajakan. Beberapa jenis pemungutan atau pajak yang 
dikenakan terhadap tanah telah dicabut dan diselenggarakan 
menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB).  
2. Adil  
Adil dalam pajak bumi dan bangunan dimaksudkan lebih pada 
objeknya. Dari objek terbesar hingga terkecil dikenakan pajak bumi 
dan bangunan sesuai dengan kemampuan wajib pajak.  
3. Kepastian dalam hukum 
Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai kekuatan dan kepastian 
hukum yang merupakan pedoman bagi masyarakat, atau dengan 
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perkataan lain masyarakat tidak ragu-ragu untuk melaksanakan 
kewajibannya. PBB diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 
1985 dan didukung oleh peraturan pemerintah, keputusan menteri 
keuangan, dan keputusan dirjen pajak Gotong royong. 
Asas ini lebih tercermin pada semangat ke ikut sertaan masyarakat 
dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang PBB. Mulai dari 
yang mempunyai kemampuan membayar terbesar hingga terkecil 
sama-sama gotong royong untuk membiayai pembangunan. 
d) Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan   
Faktor-faktor yang perlu diketahui untuk menghitung besarnya PBB 
sebagai berikut. 
1) Tarif Pajak  
a. Tarif pajak adalah sebesar 0,5%  
b. Nilai jual objek pajak (NJOP) berupah tanah (Bumi dan bangunan) 
dapat dihitung dengan:  
1. Perbandingan harga dengan objek pajak lain yang 
sejenis.Perbandingan merupakan suatu pendekatan metode 
penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara 
membandingkan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya 
berdekatan dan telah diketahui harga jualnya. 
2. Teori nilai perolehan baru, yaitu suatu metode penilaian untuk 
menentukan nilai jual objek pajak dengan cara menghitung 
seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek 
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tersebut pada saat penilaian dilakukan dan dikurangi dengan 
biaya penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut. 
3. Teori nilai jual pengganti, yaitu suatu pendekatan atau metode 
penentuan nilai jual suatu objek pajak yang di dasarkan pada 
hasil produksi objek pajak tersebut. 
c. Nilai jual kena pajak (NJKP) yang besarnya adalah 20% X NJOP  
d. Rumus untuk menghitung PBB adalah:  
PBB = 0,5% X 20% X NJOP  
e. Pendaftaran dan Pendataan Objek dan Subjek PBB  
Setiap subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya. 
Undang-Undang PBB Nomor 12 Tahun 1985 pasal 9 ayat 1 
menyatakan “dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib 
mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi surat pemberitahuan 
objek pajak”.22 
Surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) adalah sarana 
atau alat untuk mendaftarkan subjek pajak atau objek pajak. SPOP 
ini dapat diperoleh dari atau diberikan oleh kantor pelayanan PBB, 
yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan/atau bangunan 
yang dimemiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh wajib pajak. 
SPOP tersebut menjadi wajib pajak yang harus diisi dengan 
ketentuan sebagai berikut. 
                                                             
22 Undang-Undang PBB Nomor 12 Tahun 1985 pasal 9 ayat 1 
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1. Jelas, maksudnya bahwa penulisan data yang diminta dalam 
SPOP harus sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan 
salah tafsir. 
2. Benar, artinya data yang menyangkut luas tanah dan/atau 
bangunan, tahun perolehan, letak tanah atau bangunan serta 
peruntukan atau penggunaan yang dilaporkan/dituliskan dalam 
SPOP harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
3. Lengkap, artinya bahwa semua kolom dalam SPOP, baik 
menyangkut subjek/wajib pajak maupun data tanah atau 
bangunan harus diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya. 
4. Tepat waktu, artinya SPOP yang telah diisi oleh wajib pajak 
harus jelas, benar, dan lengkap serta ditanda tangani harus 
dilkembalikan ke Kantor Pelayanan PBB selambat-lambatnya 
30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimannya SPOP oleh 
wajib pajak.  
2.6. Konsep Pendapatan Asli Daerah 
Salah satu faktor penting untuk melaksanakan urusan rumah 
tangga daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Dengan kata lain 
faktor keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat 
kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Sehubungan dengan 
pentingnya posisi keuangan daerah ini Pamudji  menegaskan: 
“Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya 
dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk 
memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah 
merupakan dalam satu dasar kriteria untuk mengetahui secara 
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nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya 
sendiri”.23 
Beberapa daerah mengalami kesulitan dalam membiayai 
kebutuhan pembangunan daerahnya. Mengatasai kekurangan dana 
tersebut beberapa daerah telah mengeluarkan berbagai Peraturan Daerah 
(Perda) sebagai dasar untuk mengenakan pungutan berupa pajak dan 
retribusi dalam meningkatkan PAD. Kemampuan daerah untuk 
melaksanakan otonomi ditentukan oleh berbagai variabel, yaitu variabel 
pokok yang terdiri dari kemampuan keuangan,organisasi dan masyarakat, 
variabel penunjang yang terdiri dari faktor geografi dan sosial budaya 
serta variabel khusus yang terdiri atas aspek politik danhukum. 
2.6.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang 
menunjukan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-
sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Jadi dapat dikatakan 
bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan rutin dari usaha-
usaha Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber 
keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan 
penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan daerah.  
Menurut Warsito: 
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang 
bersumber dandipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber 
PAD terdiri dari: pajakdaerah, restribusi daerah, laba dari badan 
                                                             
23http//www.flowerlotus303.wordpress.com 
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usaha milik daerah (BUMD),dan pendapatan asli daerah lainnya 
yang sah”.24 
Adapun menurut Herlina Rahman: 
“Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang 
bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli 
daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan 
otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi”25 
2.6.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah 
Pemerintah Daerah supaya dapat mengurus rumah tangganya 
sendiri dengan sebaik-baiknya, maka perlu diberikan sumber-sumber 
pembiayaan yang cukup.Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber 
pembiayaan dapat diberikan kepada daerah maka daerah diwajibkan 
untuk menggali segala sumber-sumber keuanganya sendiri berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang No. 23 
Tahun 2014 pasal 285 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan 
bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah terdiri atas : 
a. pendapatan asli Daerah meliputi: 
1. pajak daerah; 
2. retribusi daerah; 
3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang 
dipisahkan; dan 
4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; 
b. pendapatan transfer; dan 
                                                             
24www.publikasiilmiah.ums.ac.id.com 
25www.negarahukum.com 
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c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah. 
Pendapatan asli daerah menurut undang-undang Republik Indonesia 
No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah adalah “pendapatan yang diperoleh daerah yang 
dipungut berdasarkan undang-undang peraturan daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan”. Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri 
dari:  
1. Pajak Daerah   
Menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No.34 Tahun 2009 tentang 
perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah mengatakan bahwa pajak daerah, yang 
selanjutnya disebut pajak. 
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi 
atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang 
seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 
pembangunan daerah.26  
 
Pajak daerah merupakan pendapatan asli daerah Jenis-jenis pajak 
daerah: a). pajak hotel; b). pajak restoran; c). pajak hiburan; d). pajak 
reklame; dan  e). pajak penerangan jalan. 
2. Pajak bahan galian golongan c  
a. Retribusi Daerah 
Menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2009 pasal 1 ayat 6 
“Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas 
                                                             
26 pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No.34 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
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jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh 
pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan”.  
Pendapatan retribusi untuk kabupaten atau kota meliputi objek 
pendapatan, misal: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi 
pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi pergantian 
biaya cetak KTP, retribusi pelayanan pemakaman, dan lain-lain. 
b. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.  
Pendapatan asli daerah lain-lain. Pendapatan ini merupakan 
penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan lain-lain milik 
pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek 
pendapatan berikut: 1). Hasil penjualan kekayaan daerah yang 
tidak dipisahkan; 2). Pendapatan bunga; 3). Penerimaan atas 
tuntutan ganti kerugian daerah; 4). Penerimaan keuntungan dari 
selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; 5). Pendapatan 
denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 6).Pendapatan 
denda retribusi; 7). Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk 
lain akibat dari penjualan dan penggantian barang atau jasa daerah 
8). Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 9). Fasilitas sosial dan 
fasilitas umum; 10). Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan 
dan pelatihan. 
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2.7. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar 
Dinas pendapatan daerah kabupaten Takalar adalah salah satu 
dinas yang berada di lingkup pemerintah daerah kabupaten Takalar. 
Dinas tersebut merupakan dinas yang megelola, mengatur dan mengurus 
segala sesuatu mengenai keuangan, perpajakan, retribusi serta 
pendapatan daerah sesuai yang dijelaskan pada peraturan bupati nomor 
32 tahun 2014 tentang tugas pokok dan fungsi jabatan struktural pada 
dinas pendapatan daerah kabupaten takalar. 
2.8. Kerangka Konsep 
Undang undang nomor 23 tahun 2014. Mengamanatkan bahwa 
segala urusan rumah tangga daerah dilmpahkan ke daerah, sehingga 
segala urusan pemerintahan, pembangunan hingga keuangan diatur 
sendiri oleh daerah. Dalam hal ini yang paling mencolok yaitu saat ini 
daerah dapat mengatur dan mengelola keuangan daerahnya masing – 
masing, hal ini sangat signifikan melihat keuangan daerah sangat besar 
pengaruhnya terhadap roda pemerintahan dan pembangunan daerah. 
Berbicara mengenai keuangan daerah, salah satunya yaitu PAD yang 
menurut undang undang nomor 33 tahun 2004 tentang dana perimbangan 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 5 ayat 2 yaitu bersumber 
dari pajak daerah, retribusi daerah dan sumber – sumber PAD sah 
lainnya. 
Dari berbagai sumber PAD yang telah disebutkan dalam undang 
undang yang memiliki kontribusi besar terhadap PAD yaitu pajak daerah, 
43 
 
 
 
sebagaimana dijelaskan dalam undang undang nomor 28 tahun 2009  
pasal 2 ayat 2 bahwa jenis – jenis pajak daerah atau pajak kabupaten/kota 
terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, 
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak 
Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan danBea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan. 
Berbagai macam pajak yang ada di daerah yang tentunya masing – 
masing memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan PAD, 
namun beberapa jenis pajak yang belum maksimal pengelolaannya. 
Misalnya saja pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan melihat 
jenis pajak tersebut baru satu tahun ini dilimpahkan ke daerah, tentu 
pengelolaan pajak tersebut masih banyak mengalami kendala – kendala 
dalam pemungutannya. Untuk melihat pengelolaan PBB di daerah 
khususnya Kabupaten Takalar, berdasarkan yang tertuang pada 
peraturan daerah kabupaten takalar nomor 08 tahun 2012 tentang pajak 
daerah, dimana kita dapat melihat bahwa salah satu pajak yang dikelola 
oleh pemerintah setempat yaitu PBB, sehingga kita dapat mengidentifikasi 
lebih dalam mengenai pengelolaan PBB di kabupaten Takalar melalui 
1. Dinas pendapatan daerah memiliki tugas pokok dan fungsi 
dalam mengelola pajak bumi dan bangunan pedesaan dan 
perkotaan berdasarkan peraturan bupati nomor 32 tahun 2014 
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tentang tugas pokok dan fungsi jabatan struktural pada dinas 
pendapatan daerah kabupaten Takalar. 
2. Pengelolaan PBB dalam penelitian ini bagaimana peran 
pemerintah daerah  dalam menggali potensi daerah utamanya 
pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. 
3. Pengelolaann pajak bumi dan bangunan pedesaan dan 
perkotaan dapat ditinjau dengan fungsi manajemen menurut G.R 
Terry yang kemudian difokuskan oleh Bachrul Elmi menjadi 3 
aspek yakni perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan, 
dimana pengorganisasian dimuat dalam pelaksanaan. 
Selanjutnya yang dimaksud dengan : 
a Perencanaan dalam penelitian ini adalah meliputi 
penentuan pokok-pokok tujuan, sasaran, target serta 
stategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan 
penerimaan PBB. 
b Pelaksanaan yang dimaksud adalah pembagian tugas dan 
penerapan mekanisme pemungutan (perhitungan dan 
pembayaran) serta monitoring. 
c Pengawasan yang dimaksud adalah pemantauan di 
lapangan yang dilakukan baik secara langsung maupun 
tidak langsung untuk memastikan dan menjamin agar 
pengelolaan PBB berjalan sesuai rencana. Terutama 
pemantauan masa berlaku sebuah objek PBB. 
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4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini 
diperoleh melalui keberhasilan yang diperoleh dari upaya 
pemerintah untuk mengelolah PBB semaksimal mungkin sehingga 
berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. 
Berdasarkan uraian diatas maka ditetapkan kerangka penulisan sebagai 
berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UU nomor 2 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah 
UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah 
Peraturan Daerah kabupaten Takalar nomor 08 tahun 2012 tentang pajak daerah 
Peraturan Bupati Takalar nomor 32 tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan 
Struktural pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar 
 
Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten 
Takalar 
Tugas pokok dan 
fungsi DISPENDA 
kabupaten Takalar 
Faktor-faktor dalam 
pengelolaan PBB : 
1. Penunjang 
2. penghambat 
  
 
Pengelolaan Pajak Bumi dan 
Bangunan 
1. Perencanaan 
2. Pelaksanaan: 
 a. Pengorganisasian 
b. Pengarahan 
3. Pengawasan 
Pendapatan Asli 
Daerah 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1. Lokasi penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi 
Selatan khususnya dalam lingkup Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Takalar, hal ini senantiasa menjadi bahan pertimbangan karena 
menganggap dinas tersebut sangat berpengaruh dalam pengelolaan pajak 
dan peningkatan PAD. 
3.2. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif, 
yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran 
tentang peranan dinas pendapatan daerah terhadap PBB dalam 
peningkatan PAD kabupaten Takalar 
3.3. Teknik pengumpulan data 
Teknik pengumpulan data merupakan usaha yang mengumpulkan 
bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa 
fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya valid ( sebenarnya), realible 
( dapat dipercaya), dan objektif ( sesuai dengan kenyataan) 
Dalam melakukan pengumpulan data penulis melakukan pencarian 
data sekunder,baik nerupa laporan-laporan,dokumen-dokumen, maupun 
literatur yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini. Penulis 
juga menghimpun data primer untuk mendukung penelitian. 
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Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya, 
baik orang-orang yang telah ditetapkan menjadi informan maupun kondisi 
rill yang diperoleh langsung di lokasi penelitian dengan melakukan 
wawancara.Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh secara 
tidak langsung, yaitu dengan cara mengutip adatau mencatat dari 
dokumen-dokumen yang berupa data statistik, arsip, gambar, maupun 
grafik dari pemerintah kota. Dalam rangka pengumpulan data ini, penulis 
menggunakan teknik pengumpulan data antara lain : 
3.3.1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti 
secara langsung mengadakan tanya jawab dengan informan 
yang telah ditentukan.Wawancara menurut Nazir adalah proses 
memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 
tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau 
pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan 
menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan 
wawancara). 
3.3.2. Study kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca 
buku, majalah, surat kabar, dokumen – dokumen, undang – 
undang dan media informasi lain yang ada hubungannya 
dengan apa yang akan diteliti. 
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3.4. Informan 
Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
- Kepala Bidang dan Staf Pegawai Dinas Pendapatan Daerah 
kabupaten Takalar 
- Kepala Lingkungan  
- Masyarakat 
3.5. Analisis data 
Dalam menganalisa data yang diperoleh, peneliti menggunakan 
teknik analisa kualitatif, yakni data yang diperoleh dianalisis, dan disajikan 
dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis yang ditunjang dengan data 
kuantitatif dan kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan 
secara sistematika fakta-fakta dan data-data yang diperoleh serta hasil-
hasil penelitian, baik dari hasil study lapang maupun study literature untuk 
kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian. 
3.6. Definisi operasional 
Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan 
dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan 
penelitian disusun defenisi operasional yang dapat dijadikan acuan dalam 
penelitian ini antara lain : 
1. Dinas Pendapatan Daerah adalah lembaga yang mempunyai tugas 
pokok dan fungsi mengelola PBB guna meningkatkan PAD 
Kabupaten Takalar 
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2. Pengelolaan PBB yang dimaksud adalah berupa penyelenggaran 
pajak, dalam hal ini pajak bumi dan bangunan yang dilaksanakan 
oleh pemerintah Dinas Pendapatan Daerah. 
Adapun indikator dari pengelolaan yaitu 
1. Perencanaan, mencakup penentuan pokok-pokok tujuan, 
sasaran, target serta stategi yang akan dilakukan untuk 
meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan 
dan perkotaan.  
2. Pelaksanaan yakni penerapan mekanisme pemungutan, 
monitoring masa pajak bumi dan bangunan pedesaan dan 
perkotaan. 
3. Pengawasan yaitu pemantauan di lapangan terutama apa saja 
yang menjadi aturan-aturan dalam pemungutan pajak bumi dan 
bangunan pedesaan dan perkotaan. 
3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah upaya pemerintah dalam mengelola PBB 
semaksimal mungkin sehingga berpengaruh secara signifikan 
terhadap pendapatan asli daerah dalam rangka melaksanakan 
pembangunan daerah. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini diuraikan gambaran umum hasil penelitian yang 
diperoleh penulis selama melakukan penelitian di Dinas Pendapatan 
daerah kabupaten Takalar yang meliputi bagaimana pengelolaan pajak 
bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dalam meningkatkan PAD 
kabupaten Takalar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan 
bagaimana pengelolaan PBB dalam meningkatkan PAD kabupaten 
Takalar dengan melakukan studi pada kantor dinas pendapatan daerah 
kabupaten Takalar. 
Dalam proses pengumpulan data pada penlitian ini, selain melalui 
studi dokumentasi, peneliti juga melakukan interview(wawancara) 
terhadap beberapa informan. Wawancara yang dilakukan terhadap 
informan agar penulis mendapatkan informasi yang valid mengenai 
persoalan yang diteliti dari informan yang memiliki kompetensi dalam 
pengelolaan PBB. 
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
4.1.1. Keadaan geografis 
Kabupaten Takalar yang beribukota di Pattalassang terletak antara 
503’ – 5038 Lintang Selatan dan 119022’ Bujur Timur. Di sebelah timur 
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secara administrasi berbatasan dengan kabupaten Gowa dan jeneponto. 
Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa. Sedangkan di 
sebelah barat dan selatan dibatasi oleh selat Makassar dan Laut Flores. 
Luas wilayah Kabupaten Takalar tercatat 566,51 km2 terdiri dari 9 
kecamatan dan 100 wilayah desa/kelurahan. Jarak ibukota kabupaten 
dengan ibukota provinsi Sulawesi Selatan mencapai 45 km yang melalui 
kabupaten Gowa. 
Grafik 4.1 
      ( luas wilayah) 
 
Sumber : Kabupaten Takalar dalam Angka 2014  
4.1.2. Pemerintahan  
Kabupaten Takalar terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, 76 desa 
dan 24 kelurahan. Terdapat 43 Kantor jawatan/instansi. Lembaga 
legislatif, DPRD Kabupaten Takalar beranggotakan 30 orang. 
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Grafik 4.2 
( jumlah desa dan kelurahan ) 
 
Sumber : Kabupaten Takalar dalam Angka 2014 
Wilayah administrasi Kabupaten Takalar hingga tahun 2006 terdiri 
atas 7 kecamatan, dan pada tahun 2007 mengalami pemekaran wilayah 
menjadi 9 kecamatan. Dua wilayah kecamatan hasil pemekaran adalah 
Kecamatan Sanrobone yang dimekarkan dari Kecamatan 
Mappakkasunggu, dan Kecamatan Galesong yang dimekarkan dari 
Kecamatan Galesong Utara dan Galesong Selatan. Sumber data dari BPS 
Kabupaten Takalar, menunjukkan wilayah kecamatan terluas adalah 
Kecamatan Polombangkeng Utara dengan luas kurang lebih 212,25 Km2, 
atau sekitar 37,47% dari luaswilayah Kabupaten Takalar, sedangkan 
kecamatan yang memiliki luasan terkecil adalah Kecamatan Galesong 
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Utara dengan luas wilayah kurang lebih 15,11 Km2 atau sekitar 2,67% dari 
luas Kabupaten Takalar. Secara rinci luas masing-masing kecamatan di 
Kabupaten Takalar. 
4.1.3. Keadaan Penduduk 
Penduduk kabupaten Takalar berdasarkan hasil perhitungan dana 
alokasi umum berjumlah 280.600 jiwa yang tersebar di 9 kecamatan, 
dengan jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Polobangkang 
Utara yakni 47.693 jiwa. Rasio jumlah penduduk berjenis kelamin 
perempuan lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin laki – laki 
per kabupaten, dimana 134.800 jiwa berjenis kelamin laki – laki dan 
145.800 jiwa berjenis kelamin perempuan. Dengan angka rasio jenis 
kelamin 92.45 (93), dapat diartikan bahwa setiap 100 orang berjenis 
kelamin perempuan terdapat 93 jenis kelamin laki – laki. Kepadatan 
penduduk di kabupaten Takalar pada tahun 2013 mencapai 495 jiwa/km2. 
Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di kecamatan 
Galesong Utara, dengan tingkat kepadatan mencapai 2.477 jiwa/km2, dan 
kecamatan Polombangkeng Utara dengan angka 225 jiwa/km2. 
4.1.4. Keadaan Pendidikan  
Sarana formal yang ada di kabupaten Takalar meliputi sekolah 
setingkat SD 259 buah, SLTP 76 buah dan SLTA 47 buah. Masing – 
masing untuk SD 11,22. SLTP ,09 dan untuk SLTA 8,98. 
 
54 
 
 
 
4.1.5. Keadaan Ekonomi Daerah 
Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2008 - 2012 memberikan 
gambaran trend yang positif dengan rata - rata kenaikan sebesar 10,51 %. 
Gambaran perkembangan struktur pendapatan dan belanja Tahun 2008-
2012 menunjukkan bahwa meskipun mengalami kenaikan rata-rata 
persentase realisasi pendapatan sebesar 10,51%, tetapi kenaikannya 
tidak stabil. Pada Tahun 2008 ke Tahun 2009 naik sebesar 1,05 % 
selanjutnya Tahun 2009 ke Tahun 2010 naik sebesar 17,95 % , Tahun 
2010 ke Tahun 2011 naik sebesar 19,28 %, dan Tahun 2011 ke Tahun 
2012 kenaikannya sebesar 3,77 %.Realisasi belanja daerah Kabupaten 
Takalar Tahun 2008–2012 menunjukkan bahwa Belanja operasi Tahun 
2008 ke tahun 2009 naik sebesar 1.57 %, Tahun 2009 ke Tahun 2010 
menjadi 2.13 %,Tahun 2010 ke Tahun 2011 sebesar 27.07 %, Tahun 
2011 ke Tahun 2012 sebesar 26.97 % yang didalamnya termasuk belanja 
pegawai dengan trend setiap tahun mengalami kenaikan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku antara lain kenaikan gaji dan kenaikan 
penghasilan guru. Sedangkan belanja modal dalam Tahun 2009 sampai 
Tahun 2012 stagnan dan cenderung menurun dengan persentase rata-
rata sebesar -2.74 %. Terjadinya fluktuatif kenaikan belanja operasidisatu 
sisi, dan disisi lain penurunan porsi belanja langsung karena kenaikan 
pendapatan jauh lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan dana. 
Kebijakan belanja tentunya mendahulukan belanja wajib (mandatory) 
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terutama gaji pegawai negeri sipil dan tunjangan guru setelah itu sisanya 
baru diperuntukkan membiayai kebutuhan belanja urusan pembangunan. 
Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten Takalar 
tahun 2013 sebesar 39.668.045.000 rupiah.  Dari jumlah tersebut 
(83,54%) diperoleh dari retribusi daerah sedang sisanya didapat dari pajak 
daerah (114,92%). Bagian laba perusahaan (117,39%) penerimaan dari 
dinas – dinas dan penerimaan lainnya (146,96%). 
4.2. Gambaran umum dinas pendapatan daerah 
kabupaten Takalar 
4.2.1. Susunan organisasi Dinas pendapatan daerah 
Kabupaten Takalar 
Berdasarkan peraturan bupati Takalar Nomor : 32 tahun 2014 
tentang tugas dan fungsi jabatan struktural pada dinas pendapatan daerah 
kabupaten Takalar terdiri dari 1(satu) orang Kepala Dinas, 1(satu) orang 
sekretaris dinas, yang membawahi 3(tiga) sub bagian, yaitu : Sub bagian 
umum dan kepegawaian, Sub bagian keuangan, Sub bagian program. 
Dinas pendapatan daerah terdiri atas 3(tiga) bidang, yakni : Bidang 
perencanaan pendapatan daerah, bidang pajak daerah dan perimbangan 
keuangan, bidang retribusi daerah dan pengelolaan data. Sedangkan 
seksi – seksi terdiri dari 6(enam) seksi, masing – masing : 
1. Seksi perencanaan, evaluasi dan pelaporan 
2. Seksi hukum dan pembinaan teknis pengelolaan pendapatan 
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3. Seksi pajak daerah 
4. Seksi perimbangan keuangan 
5. Seksi retribusi daerah dan pendapatan daerah 
6. Seksi pengelolaan data dan pelaporan 
4.2.2. Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar 
Tugas pegawai dinas pendapatan daerah kabupaten Takalar 
memacu pada Peraturan Bupati Takalar nomor : 32 Tahun 2014 tentang 
Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Takalar. Adapun Uraian tugas sebagaimana dibawah ini : 
Pertama pasal  3 (1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan 
urusan di bidang pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan asas 
desentralisasi dan tugas pembantuan. 
Kedua, pasal 4(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang 
mempunyai tugas memberikan layanan teknis dan administrasi umum, 
keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pembinaan organisasi dan tata 
laksana, koordinasi dan pengendalian serta pengawasan pelaksanaan 
program dan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah. 
Ketiga, pasal 5(1) Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh 
seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas pelaksanaan 
urusan ketataksanaan Dinas yang meliputi surat – menyurat, kearsipan, 
pengandaan, ekspedisi, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, 
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dan urusan rumah tangga serta urusan administrasi kepegawaian dinas 
pendapatan daerah. 
Keempat, pasal 6 (1) Sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang 
kepala sub bagian yang mempunyai tugas pengelolaan administrasi 
keuangan, meliputi penyusunan anggaran, penggunaan anggaran, 
pembukuan dan pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan. 
Kedelapan, pasal 9(1) Seksi perencanaan, evaluasi dan pelaporan 
dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan 
kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 
Kesembilan, pasal 10(1) Seksi hukum dan pembinaan teknis 
pengelolaan pendapatan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang 
mepunyi=ai tugas melaksanakan kebijakan di diang hukum dan 
pembinaan teknis pengelolaan pendapatan. 
Kesepuluh, pasal 11(1) Bidang pajak daerah dan perimbangan 
keuangan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas 
pelaksanakan kebijakan di bidang pajak daerah dan perimbangan 
keuangan. 
Kesebelas, pasal 12(1) Seksi pajak daerah dipimpin oleh seorang 
keapala seksi yang mempunyai tugas pelaksanakan kebijakan di 
bidang, pembinaan, evaluasi dan monitoring di bidang pajak daerah. 
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Keduabelas, pasal 13(1) Seksi perimbangan keuangan oleh seorang 
kepala seksi yang mempunyai tugas pelaksanakan kebijakan, 
pembinaan, evaluasi dan monitoring di bidang perimbangan keuangan. 
Ketigabelas, pasal 14(1) Bidang retribusi dan pengelolaan data 
dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas 
pelaksanakan kebijakan di bidang retribusi daerah dan pendapatan 
lainnya serta pengelolaan dan pelaporan. 
Keempatbelas, pasal 15(1) Seksi retribusi daerah dan pendapatan 
lainnya dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas 
melaksanakan kebijakan di bidang retribusi daerah dan pendapatan 
lainnya. 
Kelimabelas, pasal 16(1) Seksi pengelolaan data dan pelaporan 
dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas 
melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan data dan pelaporan. 
4.3. Gambaran Umum Pajak Bumi dan Bangunan 
Pedesaan dan Perkotaan 
Dasar hukum yang melandasi pelaksanaan pemungutan Pajak 
Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Takalar, 
antara lain adalah : 
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah 
59 
 
 
 
2. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2012 
tentang Pajak Daerah. 
3. Peraturan Bupati Takalar Nomor : 32 Tahun 2014 tentang Tugas 
dan Fungsi Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Takalar. 
4.4. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 
dan Perkotaan 
Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah 
(kabupaten/kota) untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 
Tugas daerah otonom adalah memberikan pelayanan terhadap 
masyarakat dan melaksanakan pembangunan daerah. Dalam 
melaksanakan otonomi daerah tersebut diperlukan tersedianya dana yang 
cukup memadai.  
Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan dan 
menganut berbagai jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang 
dimilikinya. Landasan hukum dari penetapan perpajakan daerah adalah 
Berdasarkan peraturan  peraturan daerah (Perda) yang disahkan oleh 
badan legislatif yaitu dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). 
Berdasarkan undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintah daerah bahwa segala urusan keuangan daerah dikelola 
langsung oleh daerah termasuk pendapatan asli daerah yang biasa 
disebut PAD, PAD berasal daerah beberapa sumber diantaranya yaitu 
pajak daerah. Sedangkan pajak daerah juga berasal dari beberapa jenis 
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pajak. Di antaranya yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak 
reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, 
pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan pajak bumi 
dan bangunan perdesaan dan perkotaan. 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar bersumber dari pajak 
daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, dan penerimaan lain-lain. 
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pendapatan 
daerah terdiri atas: a. Pajak Daerah, b. Retribusi Daerah, c. Hasil 
Perusahaan Milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, d. Lain-lain 
Pendapatan Asli Daerah yang sah. 
Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah 
daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak 
daerah merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah 
yang mempunyai kontribusi dan potensi terbesar di Kabupaten Takalar 
sehingga perlu adanya upaya untuk mengelola secara optimal. Setiap 
daerah memiliki potensi pajaknya masing-masing. Adapun salah satu 
potensi pajak daerah di Kabupaten Takalar yakni PBB. 
Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu komponen pemasukan 
bagi daerah yang menjadi gambaran kemampuan daerah dalam menggali 
potensi pemasukan yang bersumber dari hasil pengelolaan sumber daya 
lokal yang ada di daerah. Pada dasarnya secara ekonomi, pendapatan 
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asli daerah dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur kemandirian 
daerah dalam membiayai kebutuhan pelaksanaan pembangunan di 
daerah bersangkutan.  
Dalam penelitian ini ditinjau salah satu jenis pajak yaitu Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melihat pajak tersebut memiliki 
jumlah wajib pajak yang besar sehingga memiliki peluang dalam 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah(PAD) kabupaten Takalar apabila 
dikelola dengan baik. Dimana berdasarkan peraturan daerah kabupaten 
Takalar, pajak tersebut sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah sejak 
setahun terakhir yaitu tahun 2014. 
PBB merupakan salah satu Pajak Daerah yang dikelola untuk 
meningkatkan pendapatan asli daerah. PAD sangat berperan penting 
dalam pembangunan oleh karena itu perlu dilakukan usaha – usaha yang 
maksimal dalam pengelolaannya. Pemerintah daerah dalam 
melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien sangat bergantung 
pada keuangan daerah untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, 
dan pengelolaan keuangan merupakan satu dasar kriteria untuk 
mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah 
tangganya sendiri”.  
Pendapatan yang bersumber dari daerah adalah Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), dimana salah satu komponen utamanya adalah pajak bumi 
dan bangunan. Oleh karena itu, pemungutan dan penerimaan pajak bumi 
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dan bangunan daerah harus diintensifkan dan ditingkatkan agar 
pembangunan daerah dapat menjadi lebih baik. 
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak negara 
yang dalam pengelolaannya perlu peningkatan dalam rangka penerimaan 
negara berdasarkan keadaan dan potensi masyarakat serta melalui 
usaha-usaha kegiatan pengelolaan yang baik dan profesional 
berdasarkan fungsi-fungsi manajemen. Adapun Pengelolaan yang 
dilakukan yaitu melalui usaha-usaha perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengawasan. 
Pemerintahan daerah kabupaten Takalar, terkait mengenai 
pengelolaan pajak utamanya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan ditangani langsung oleh dinas pendapatan daerah kabupaten 
Takalar. Dinas tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengatur 
segala sesuatu yang berhubungan dengan pendapatan daerah salah 
satunya yaitu pajak bumi bangunan dalam meningkatkan Pendapatan asli 
daerah. 
Berdasarkan pengertiannya Pengelolaan merupakan serangkaian 
usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi 
yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah 
direncanakan. Pengelolaan sama halnya dengan manajemen sehingga 
pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Adapun hasil penelitian 
dilapangan diuraikan sebagai berikut : 
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4.5. PERENCANAAN 
Fungsi  utama dari manajemen adalah perencanaan. Perencanaan 
merupakan langkah awal dari pelaksanaan suatu kegiatan begitupun 
dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. 
Dimana perencanaan yang dimaksud yaitu segala proses yang 
dilakukan dalam menyusun rencana – rencana dalam pengelolaan PBB-
P2 yang berlandaskan aturan – aturan yang berlaku  yakni peraturan 
daerah kabupaten Takalar nomor 08 tahun 2012 tentang pajak daerah 
serta peraturan bupati takalar nomor 32 tahun 2014 tentang tugas dan 
fungsi jabatan struktural dinas pendapatan daerah kabupaten takalar. 
Sebagai langkah awal tentunya perencanaan sangatlah berpegaruh 
terhadap hasil yang ingin dicapai. Perencanaan merupakan dasar untuk 
melangkah ke kegiatan selanjutnya. 
Perencanaan dalam pengelolaan PBB-P2 yakni meliputi penentuan 
target dan sosialisasi Mekanisme dan Prosedur Pendaftaran Pajak. 
Berikut hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap perencanaan pajak 
PBB-P2. 
A. Penentuan Target 
Dalam perencanaannya pemerintah dinas setempat melakukan 
langkah yang pertama yaitu penentuan target, penentuan target 
merupakan hal yang wajib dilakukan, target yang akan dicapai setiap 
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daerah pertahun dalam menentukan PAD direncanakan oleh Dinas 
Pendapatan Daerah kemudian dibahas dan ditetapkan melalui rapat 
paripurna setiap tahun anggaran. 
Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh 
bapak Paharuddin selaku kepala bidang perencanaan pendapatan 
daerah bahwa : 
Rencana target disusun oleh Dispenda dan diserahkan ke DPRD 
dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna untuk menentukan 
target setiap tahun anggaran berdasarkan kebutuhan daerah.27 
Target yang telah ditetapkan diserahkan kepada dinas terkait 
selanjutnya melihat potensi – potensi yang dapat digali utamanya terkait 
pengelolaan pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
dalam mencapai target. 
Bapak Paharuddin kemudian melanjutkan, 
Target yang telah dtentukan oleh pemerintah melalui rapat 
paripurna setiap tahun anggaran, kemudian diserahkan kepada 
dinas dan selanjutnya dianalisa sehingga kami dapat menggali 
potensi – potensi yang ada agar dapat mencapai target yang 
telah ditetapkan.28 
Berdasarkan penjelasan diatas berikut adalah target Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah teralisasikan mulai 
dari tahun anggaran 2011 – 2014 : 
 
                                                             
27 Hasil wawancara pada Rabu, 11 Februari 2015 
28 Hasil wawancara pada Rabu, 11 Februari 2015 
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Tabel 4.1 
Target dan Realisasi PBB-P2 
Tahun Target Realisasi (Rp) 
Persen 
(%) 
Sisa / Kurang 
(Rp) 
2011 3.274.445.538 2.514.270.557 76,78 760.174.981 
2012 3.604.362.289 2.399.561.607 66,57 1.204.800.682 
2013 3.842.891.038 2.817.589.524 73,32 1.025.301.514 
2014 9.995.162.556 5.044.500.884 50,47 4.950.661.672 
Sumber : Dispenda Kabupaten Takalar 
Berdasarkan penyajian data di atas, dilihat bahwa selama tiga 
tahun berturut-turut target yang ditetapkan tidak mengalami adanya 
peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan masih kurangnya upaya 
pemerintah dalam menggenjot pemasukan daerah dalam Pendapatan Asli 
Daerah melalui pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. 
B. Sosialisasi 
Selain penentuan target yang termasuk dalam bagian perencanaan 
dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
dinas setempat yaitu mengatur strategi yang digunakan untuk 
meningkatkan PAD. 
Sebagaimana diketahui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam peningkatan 
PAD kabupaten Takalar.hal tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut, 
dimana Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memiliki 
67 
 
 
 
kontribusi terhadap PAD setiap tahunnya pada tahun anggaran 2014 
yakni: 
Tabel 4.2 
Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD 
Tahun 
Realisasi Penerimaan Kontibusi 
PBB-P2 PAD PBB-P2 - PAD 
2011 Rp. 2.514.270.557 Rp. 14.874.564.890,04      16,90 %  
2012 Rp. 2.399.561.607 Rp. 32.935.638.682,76 7,29% 
2013 Rp. 2.817.589.524 Rp. 39.668.045.000 7,12 % 
2014 Rp. 5.044.500.884 Rp. 77.345.141.391 6,52 % 
 
Melihat besarnya hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan, ini tak lepas dari usaha – usaha pemerintah setempat dalam 
mengatur strategi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan, berbagai macam strategi yang dilakukan diantaranya 
melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui aparat pemerintah 
setempat. 
Seperti yang dikemukaan oleh bapak Iwanuddin Mansyur selaku 
kepala seksi perencanaan, evaluasi dan pelapoaran : 
Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan kami melakukan berbagai strategi untuk 
meningkatkan pemasukan pajak guna meningkatkan PAD 
diantaranya yaitu Sosialisasi terhadap masyarakat melalui aparat 
pemerintah yaitu melalui Camat kepada lurah/kepala desa 
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selanjutnya diteruskan kepada aparat desa yang dimaksud 
kepala dusun/lingkungan, tokoh – tokoh masyarakat serta 
masyarakatumum.
29
 
Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui pentingnya 
membayar pajak daerah untuk pembangunan infrastruktur daerah. 
Sosialisasi tersebut juga menjelaskan mekanisme, prosedur pendaftaran, 
tarif pajak, pemungutan, penagihan hingga sanksi – sanksi yang diberikan 
apabila ada penyimpanan dilapangan sehingga masyarakat tahu dengan 
jelas apa saja yang menjadi kewajiban mereka. 
Mekanisme tersebut nantinya akan menjadi standar dalam 
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
sehingga mudah dalam pemungutannya, selain itu beberapa aparat 
pemerintah setempat juga ditunjuk dalam pemungutan pajak tersebut. 
Dan sebelum penetapan jumlah dan pemungutan pajak yang  
tentunya wajib pajak juga harus melewati beberapa mekanisme seperti 
prosedur pendaftaran wajib pajak untuk mendapatkan nomor pokok wajib 
pajak, masyarakat mendapatkan informasi tersebut melalui sosialisasi 
yang telah dilaksanakan. Masyarakat dan pemerintah harus tahu betul 
langkah – langkah yang diperlukan dalam pengelolaan pajak bumi dan 
bangunan pedesaan dan perkotaan sehingga tidak terjadi ketimpangan – 
ketimpangan yang tidak diinginkan. 
                                                             
29 Hasil wawancara pada Rabu, 11 Februari 2015 
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Pemerintah setempat menentukan mekanisme dalam pemungutan 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Tentunya 
mekanisme pemungutan tersebut berdasarkan aturan yang telah 
ditetapkan dalam rapat tahunan dan disetujui oleh kepala dinas setempat. 
Hasil wawacara oleh salah seorang masyarakat Amirullah Karim 
bahwa : 
Saya mengetahui prosedur pembayaran pajak melalui 
sosialisasi yang dilakukan, mulai dari pendaftaran hingga 
pemungutan, selain itu aparat yang berwenang juga 
memberikan informasi tersebut.30 
Selain sosialisasi pemerintah juga menerapkan beberapa aturan 
dalam pemerintahan terkait pengelolaan PBB-P2 khususnya pada saat 
pelayanan, petugas yang berwenang tidak melayani masyarakat tanpa 
melampirkan bukti atau tanda pembayaran PBB-P2, Staf Kecamatan 
Pattalassang menjelaskan bahwa : 
Apabila masyarakat ingin pelayanan secara administrasi 
mereka wajib melampirkan bukti pembayaran PBB-P2, apabila 
tidak terlampir maka kami tidak bersedia melayani dan 
mengarahkan untuk mengurus sangkutan – sangkutan pajak 
mereka31 
Hal ini dapat menciptakan keuntungan timbal balik antara 
masyarakat dengan pemerintah, sehingga masyarakat memiliki motivasi 
untuk tepat waktu dalam membayar pajak. 
                                                             
30 Hasil wawancara 12 Februari 2015 
31 Hasil wawancara Rabu, 16 Februari 2015  
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Berdasarkan penjelasan diatas sosialisasi pemerintah dinas 
tersebut sangat membantu namun belum maksimal dalam 
pelaksanaannya melihat masih banyaknya hal yang perlu disosialisasikan 
terkait pengelolaan PBB. 
4.5.1. Pelaksanaan 
Pelaksanaan merupakan bagian setelah perencanaan dimana hal – 
hal yang telah direncanakan kemudian direalisasikan, pelaksanaan terdiri 
dari dua bagian yaitu pengorganisasian dan pengarahan. 
Pengorganisasian adalah pengelompokan kegiatan untuk 
mencapai tujuan sedangkan pengarahan adalah usaha – usaha 
menggerakan anggota kelompok agar berkeinginan mencapai tujuan yang 
telah disepakati. Dalam hal pengelolaan PBB pemerintah 
mengorganisasikan dan mengarahkan  agar target yang telah ditentukan 
dapat teralisasikan. 
Dalam melaksanakan pengelolaan pajak bumi dan bangunan 
pedesaan dan perkotaan maka dibutuhkan adanya Sumber daya manusia 
serta sarana dan prasarana yang mendukung.  Sumber daya manusia 
terkait dengan pembagian tugas. Dalam organisasi pembagian tugas 
mutlak dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan 
pekerjaan. Agar tidak menimbulkan penumpukan pekerjaan pada satu titik 
dan kekosongan pada titik yang lain. 
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Hasil wawancara oleh salah satu staf dispenda bapak Syafarudin 
Tojeng yaitu : 
Dalam pengelolaan PBB bidang pajak daerah dan perimbangan 
keuangaan ditunjuk sebagai penanggung jawab, dimana orang 
yang ditunjuk tersebut beliau yang mengurus segala hal yang 
berkaitan dengan pajak daerah termasuk PBB dan segala yang 
berkaitan dengan pengelolaan data 
Bidang pajak daerah dan dana perimbangan tersebut kemudian membagi 
tugas dalam pelaksanaan PBB-P2 berdasarkan fungsinya berdasarkan 
prosedur pengelolaan PBB-P2. 
Proses pelaksanaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan 
perkotaan terdiri dari beberapa kegiatan yakni pendataan, pendaftaran, 
penghitungan tarif pajak, pembayaran dan pemungutan. 
a) Pendataan dan Pendaftaran 
Proses yang pertama dilakukan dalam pengelolaan PBB 
berdasarkan prosedur yaitu pendaftaran, wajib pajak merupakan pihak 
yang secara aktif meregistrasikan objek pajaknya sendiri. Proses tersebut 
dilaksanakan oleh seksi dana perimbangan melalui pelaksana fungsi 
pelayanan yang kemudian melanjutkan data kepada seksi pajak melalui 
pelaksana fungsi pengolahan data dan informasi. Proses pendaftaran 
yang dimaksudkan terdiri daerah dua macam yaitu pendaftaran objek 
pajak baru dengan penelitian kantor dan pendaftaran objek pajak baru 
dengan penelitian lapangan, hal tersebut dijelaskan oleh kepala bidang 
pajak daerah dan perimbangan keuangan bapak Abu Bakar San bahwa : 
Ada dua jenis pendaftaran yang dapat dilakukan, pendaftaran 
dengan penelitian kantor dan penelitian lapangan, keduanya 
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dilakukan oleh kepala seksi dana perimbangan bersama dengan 
kepala seksi pajak.32 
 
Setelah pendaftaran, kemudian dilakukan Pendataan, pendataan 
merupakan langkah kedua dalam prosedur pengelolaan PBB, pendataan 
tersebut dilakukan oleh pihak dispenda yang mempunyai fungsi 
ekstensifikasi dengan melakukan persiapan pelaksanaan lapangan hingga 
mendokumentasikan data – data bekerjasama dengan fungsi pengelolaan 
data dan informasi. Seperti yang dikemukaan oleh kepala seksi pendataan 
bapak Amir bahwa : 
Pendataan dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, 
kami melakukan pendataan langsung ke lapangan kemudian 
mengumpulkan data – data tersebut ke dalam arsip33 
 
Pendataan tersebut juga dibantu oleh aparat kelurahan/desa dengan 
memberikan data – data wajib pajak seperti NOP dan SPOP setelah wajib 
pajak mengisi SPOP yang wajib diisi. 
b) Perhitungan Tarif/Nilai Pajak 
Sebelum melakukan penagihan dan pemungutan pajak maka 
terlebih dahulu dilakukan penghitungan tarif/nilai. Kegiatan ini dilakukan 
oleh Pihak Dinas Pendapatan Daerah, sebagai mana hasil wawancara 
oleh bapak Abdul Asis mengatakan bahwa : 
Tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan berdasarkan rumus 
yang telah ditentukan yang dilakukan oleh staf yang telah 
ditugaskan. 
Penentuan besarnya nilai tarif pajak berdasarkan peraturan yang 
telah ditetapkan. Petugas yang telah ditunjuk melakukan tugasnya 
                                                             
32 Hasil wawancara tanggal 11 januari 2015 
33 Hasil wawancara tanggal 11 januari 2015 
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berdasarkan dengan fungsinya, penilaian objek pajak juga terdiri dari dua 
prosedur.  
Hasil wawancara oleh salah satu staf bidang pajak daerah dan 
dana perimbangan mengatakan bahwa : 
Ada dua bentuk prosedur penilaian objek pajak, yaitu penilaian 
secara massal dan penilaian secara individu, masing – masing 
memiliki prosedur yang berbeda. 
Dalam prosedur penilaian objek pajak, fungsi penilaian dinas 
pendapatan daerah akan menilai objek pajak, baik yang didaftar oleh 
wajib pajak maupun yang didata oleh fungsi pendataan atau penilai objek 
pajak berupa tanah maupun bangunan, fungsi penilaian dapat menilai 
secara massal maupun secara individu. 
C. Pembayaran atau pemungutan 
Setelah penentuan tarif/nilai pajak, kemudian dilakukan 
Pembayaran pembayaran dilakukan juga berdasarkan prosedurnya, 
pembayaran atau pemungutan dilakukan oleh bank yang telah ditunjuk 
sebagai tempat pembayaran PBB-P2 dan petugas pemungut,  agar lebih 
memudahkan aparat yang ditunjuk sesuai dengan lokasi tempat 
tinggalnya, seperti kepala lingkungan/kepala dusun serta tokoh – tokoh 
masyarakat yang mempunyai peran dalam masyarakat. 
Bapak Abu Bakar SAN selaku kepala bidang pajak daerah dan 
perimbangan keuangan menjelaskan dalam wawancara bahwa : 
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Yang menagih pajak setiap daerah yaitu kolektor, yang diberi 
wewenang dan tanggung jawab oleh bupati melalui surat 
keputusan bupati Takalar nomor : 299 tahun 2014, dan yang 
diberi wewenang tersebut kepala lingkungan/dusun serta tokoh 
masyarakat yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat.34 
Kolektor memiliki tugas yaitu melakukan penagihan pajak bumi dan 
bangunan pedesaan dan perkotaan berdasarkan surat pemberitahuan 
pajak terutang (SPPT) dengan menggunakan daftar penerimaan harian 
(DPH) dan surat setoran pajak daerah (SSPD) pajak bumi dan bangunan, 
melakukan inventarisasi SPPT yang bermasalah baik dobel, tidak ada 
objek, salah tabel, penetapan terlalu tinggi, Melakukan pendataan objek 
pajak baru dengan menggunakan surat pemberitahuan objek pajak 
(SPOP) dan lampiran surat pemberitahuan objek pajak (LSPOP), 
melakukan koordinasi yang baik antara sesama kolektor pada tingkat 
dusun dan lingkungan pada wilayah desa dan kelurahan serta di tingkat 
kecamatan masing – masing, melakukan penyetoran pajak bumi dan 
bangunan pedesaan dan pekotaan yang diterimanya pasa bank BRI unit 
kecamatan diwilayah kecamatan masing – masing bedasarkan 
mekanisme dan peraturan yang berlaku.35 
Salah seorang Kolektor juga menjelaskan  bahwa : 
Kami diberi tanggungjawab melalui SK bupati dalam 
memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan setiap kepala keluarga, setiap aparat yang telah 
diberi wewenang turun langsung dalam menagih dan 
                                                             
34 Hasil wawancara 11 Februari 2015 
35 Keputusan Bupati Takalar Nomor : 299 Tahun 2014 
75 
 
 
 
biasanya juga ada yang melayani pembayaran pajak 
dirumah.36 
Pajak yang telah dibayarkan kemudian dilaporkan oleh aparat yang 
telah ditunjuk, dan dilaporkan kepada dinas terkait ke kas daerah paling 
lambat 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh bupati 
atau pejabat. 
Dari hasil wawancara diatas,  menunjukkan kurangnya perhatian 
terhadap pengelolaan pajak PBB, dimana bidang yang ditugaskan untuk 
mengelola pajak tersebut dalam pembagian tugasnya tidak dilakukan 
secara spesifik, sebaiknya setiap bidang membawahi satu macam pajak 
saja. 
4.5.2. Pengawasan 
Pengawasan merupakan fungsi organik dari manajemen, yang 
saling terkait dengan perencanaan. Pengawasan dilakukan untuk dapat 
mengevaluasi dari hasil pelaksanaan  pekerjaan diperoleh secara berdaya 
guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang 
telah ditentukan sebelumnya.  Dengan adanya pengawasan maka dapat 
meminimalisir adanya kemungkinan penyalagunaan atau menghindari 
penyimpangan yang terjadi.   
Proses pengawasan dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di 
lapangan terhadap data yang telah diperoleh, apabila terjadi 
                                                             
36 Hasil wawancara 12 Februari 2015 
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penyimpangan hal tersebut kemudian di proses sesuai dengan peraturan 
yang berlaku. 
Kepala Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan bapak 
Iwanuddin Mansyur kembali menjelaskan bahwa : 
Kami membentuk tim pengawas dan evaluasi pajak yang 
langsung terjun ke kecamatan dan setiap desa. Mereka 
memantau apa yang terjadi di lapangan kemudian menganalisis 
dan dilaporkan untuk ditindak lanjuti.37 
Apabila ditemukan penyimpangan maka tim pengawas berhak 
memberikan peringatan terhadap wajib pajak. Salah satu masalah yang 
paling sering ditemukan saat pemantauan di lapangan yaitu beberapa 
wajib pajak tidak tepat waktu membayar pajak. 
Staf bidang pajak daerah ibu Irmawati kemudian melanjutkan : 
Masalah yang sering ditemukan saat pemantauan ke lapangan 
yaitu adanya beberapa wajib pajak yang tidak tepat waktu 
membayar pajak. Hal ini adalah salah satu penghambat 
peningkatan target pajak. 
Masalah wajib pajak yang tidak membayar pajak hingga jatuh 
tempo kemudian di proses untuk ditindak lanjuti dengan mendatangi wajib 
pajak yang malas membayar pajak.  
Kemudian staf bidang pajak kembali menjelaskan : 
Kami mendatangi wajib pajak yang malas membayar pajak dan 
menanyakan masalah mereka setelah itu kami beri surat 
teguran dan peringatan untuk melunasi pajak hingga batas 
yang ditentukan kemudian diberi sanksi administrasi.38 
                                                             
37 Hasil wawancara pada rabu, 11 Februari 2015 
38 Hasil waancara oleh staf bidang pajak daerah 
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Surat teguran dan peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai 
awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 hari sejak saat 
jatuh tempo pembayaran. Apabila dalam jangka 7 hari setelah peringatan 
Wajib pajak wajib melunasi pajak yang terutang. Wajib pajak yang tidak 
mengikuti peraturan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan pemberian 
sanksi administrasi. Sanksi administrasi dengan membayar beunga 
sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat 
terutangnya.39 
 Berdasarkan uraian dari hasil wawancara oleh beberapa informan, 
menurut pemerintah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar dalam 
pengelolaan PBB berdasarkan fungsi manajemen perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
dinas tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan PBB dalam 
meningkatkan PAD belum Maksimal melihat masih adanya beberapa 
kendala – kendala yang menghambat pemerintahan menggali potensi-
potensi serta peningkatan PAD yang setiap tahunnya belum mencapai 
target yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu pemerintah harus lebih 
memperhatikan apa saja kendala tersebut dan juga memperhatikan faktor 
yang mendukung meningkatnya pendapatan daerah tersebut. 
 
 
                                                             
39 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar nomor 08 tahun 2012 tentang pajak daerah pasal 87 (3) 
dan pasal 88 (2 dan 3) 
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4.6. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan 
PBB-P2 dalam Peningkatan PAD Kabupaten Takalar 
4.6.1. Faktor Pendukung 
a. Sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak membayar 
pajak sangat membantu pemerintah agar wajib pajak sadar untuk 
membayar pajak tepat waktu. 
b. Sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak guna 
pembangunan daerah  sangat membantu menumbuhkan 
kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mencapai target 
setiap tahunnya sehingga PAD terus meningkat. 
4.6.2. Faktor penghambat 
a. Belum merata dan maksimalnya pemungutan pajak ke 
masyarakat. 
b. Masyarakat atau wajib pajak belum sadar betul akan pentingnya 
membayar pajak. 
c. Masih banyaknya lahan atau tanah yang belum terdaftar sebagai 
objek pajak. 
 
 
 
 
 
79 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Dinas pendapatan daerah kabupaten Takalar telah mengelola 
pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan untuk meningkatkan 
pendapatan asli daerah berdasarkan 3 fungsi manajemen yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang berdasarkan tugas 
pokok dan fungsi dinas tersebut. Namun hal tersebut belum dikatakan 
maksimal dalam pengelolaannya melihat adanya beberapa kendala – 
kendala dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan 
perkotaan diantaranya masih banyak wajib pajak yang belum sadar betul 
akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah. Oleh 
sebab itu pemerintah setempat masih harus dan terus berusaha 
meningkatkan kinerja aparat pemerintah serta melakukan usaha – usaha 
yang kreatif dalam peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten 
Takalar. 
5.2. Saran  
1. Dibentuknya Tim petugas yang turun ke lapangan yang dipimpin oleh 
kolektor yang telah ditunjuk untuk menagih wajib pajak agar 
pemungutannya merata. 
2. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar 
pajak untuk pembangunan daerah melalui penyuluhan dan 
sosialisasi. 
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3. Setiap tahun anggaran baru agar kiranya dilakukan pendataan ulang 
objek pajak agar tak ada lagi lahan atau tanah yang belum terdaftar 
sebagai objek pajak. 
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